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PURUK CAHLU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 420/ /34~ XUDISDIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAI DASAR NEGERI LAKUTAN 1
DESA LARUTAN KECAMATAN LAUNG TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

i,

o

KABUPATEN MURUNG RAYA

bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan Belajar mengajar perlu dibeni izin
operastonal untuk Satuan Pendidikan.

bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas Sekolah Dasar Negeri Lakutan
1. Desa Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya tetap
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

bahwa untuk maksud tersebul pada butir a dan b di atas ditetapkan dengan
Sutat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Murung Raya

Undang — undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara. Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya
dan Kabupaten Bento Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 18, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4130

Undang — undang Momor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak
(Lembarn Negam Republik [ndonesia Tahun 2002 Nomor 109, ‘Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235):

Undang  undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional
{Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Nezam Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 430 )

Pemturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentany Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor R

Peraturan Pemenintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 )

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang  Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun
2010 Momor 23, Tambahan Lembaran MNegara Republiks Indonesia Momaor
S105), sehagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 66 thun
2000 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2010 nomor |12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5157}

Peraturan Menteri Pendhedikan dan Kebudayaan Republik Indonesin Nomor 44
tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Bary pada Taman Kanak-Kanak,
Sckulah Dasar. Sckolah Meneneah Pertama, dan Sckalah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejujuran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019

Dépindai dengan CamScanmer



Nomor 1591):

8 Perturan Dnermh Kabupaten Murung
Sistim Penyclenggaraan Pendidikan (L.embaran
Rava Tahun 2011 Nomor 111}

Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang
Dacrah Kabupaten Murung

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG I1ZIN OPERASIONAL
SEKOLAIl DASAR NEGERI LAKUTAN 1 DESA LAKUTAN
KECAMATAN LAUNG TUIUP KABUPATEN MURUNG RAYA.

: Memberi Izin Operasional Sckolah Dasar Negeri Lakutan 1, Desa Lakutan,
Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya uniuk menyelenggamkan
pendidikan bagi calon peseria didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut |
1. Telah Lulus dan memiliki gasah dari TK /RA

Berusia 6 tahun per bulan juli pada tahun ajamn baru

Berusia 7§/ d 12 tahun wajib diterima pada awal tahun pelajaran baru tanpa

memandang kemampuan calistung.

Kesatu

PP

Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup,

Kedua : Sckolah Dasar Negeni Lakutan 1, Desa
u di

Kabupaten Munung Raya bersedia mengikuli  kelentuan yang berlak
lingkungan pemerintah Kabapaten Murung Raya;
Ketiga : Keputusan ini berdasarkan Milai Akreditisi I3 berlaku sejak tanggal 1 November

2022 sampai dengan | November 2025 (3 Tahun) dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapal kekelirian akan diubah dan diperbarki sebagaimana

mestinyi

k Cahu

ROIKSNT WIIAYAS.PLM.AP
Pembina Lllama Muda ( TV/e)
NIP. 19700214 199403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth
| Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia *

Up. a Sekretans Jenderal.
b. Dircktorat Jenderul Pendidikan Dasar dan Menengah:

Bupati Murung Raya di Puruk Cahu

Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu,
Kepala SD Negen Lakutan |

Arsip.

R

Dpindal dengan CamScanner



BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 321 /2022

TENTANG

PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang

Mengingat

L)

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan lembaga Satuan Pendidikan yang mampu

memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada

masyarakat;

bahwa berdasarkan sejarah singkat pendirian sekolah
yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) yang telah berdiri di Kabupaten
Murung Rava tidak memiliki dokumen fisik izin pendirian
sekolah dan lembaga pendidikan tersebut di Kabupaten
Murung Raya dinilai mampu menciptakan pendidikan
yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri,
berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa
Nasional;

bahwa agar penvelenggaraan pendidikan pada lembaga
satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah
Kabupaten Murung Raya dapat berjalan tertib sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku serta tertibnya tata
kelola administras dipandang perlu menerbitkan kembali
izin pendinan sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengganti Surat Keputusan
Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten

Murung Raya;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4 180);

Dipindsi denpen CamScanner




2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistelrn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomar 4301);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarfg
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N.Egara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2010},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor £676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 607 Tahun 2014); |

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2011  tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidika

(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011
Nomor 111); i
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGANTI SURAT
KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

Mensahkan pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah
Kabupaten Murung Raya scbagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar
jenjang Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini,
penyelenggaraan proses belajar mengajar oleh Sekolah Dasar
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap
dianggap sah sejak tahun pendirian yang termuat dalam Data
Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

P d Cahu

Ditetapkan ¢ K
1 Desember 2022

pada tanggs

Tembusan disampaikan kepada Yth -
Menteri Pendidikun dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal: dan
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Bupati Murung Raya (sebagai laporan) di Puruk Cahu:
Sekn:mn!: Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Rayva di Puruk Cahu; dan
Kepala Sekolah di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

L.

il
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hprelai denpen CamScanner

" 166€L | | 4 3 =
504 9poy TOld UmImNE] ®saQ | JBSE( UE[OaS UBNIPIpLUay | RYHINE ST I NVLONYT NEDAN dS [861 BLEEDTOE

[66€L S0d Pa) UGS EPUSJ BS2(] | JBSEQ YEI0as UeNIpIpuad | dnyny, BuneT | [ NONIS VANHd IEDEN GS| 2861 | SL1b0Z0E

[16€L NUED Hrung |

€013 nedeing Sumup [Puojoy ‘I _ eeed ._.mqn_a._um J_w@htnu& | Funimp , 9 LIMRIUE IM3DEAN AS| 1861 | 00gE0zoe
IefeBusy . .
H¥IoNeE Jemrely refejog uwjeiFoy wesnunp | unEmEdey | qE[oxqag wwey n_ H:#IU.“ NSdN

HVIONES NVIMIGNEd NVSALOTH LViNS LLNVODNEd NVALISNELIA DNVA
RIZOAN AVSVA HVIONIS HV.LIVA

VAV ONNNANW NILVANEVE HVAVTIM 10 NADAN HVSVa
HVIONES NVIMIGNZd NVSALNdEM IVMNS LLNVDODNId
DNVILNAL

zToT/ 12 /SH'881 HOWON

VAVY DONNNNW ILVdNE NVSNLNITH

NVAIdWYT




